BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESSIMPULAN

1. Ada pun faktor penyebab timbulnya ketidakpastian hukum dalam

berinvestas di Indonesiayakni :

a Dilihat dari latar belakang munculnya UU PMA Nomor 1 Tahun
1967, undang-undang ini khusus diberlakukan kepada investor
asing. Untuk investor dalam negeri diatur dalam undang-undang
tersendiri. Hal ini berarti ada perbedaan perlakuan antara investor
asing dengan investor dalam negeri. Dalam tatanan hukum
investas internasional (International Investment law) sendiri
sudah mulai dihilangkan perbedaan perlakuan antara pelaku usaha
asing dan lokal.

b. Secara substansial pengaturan tentang investasi asing sebagaimana
yang dijabarkan dalam UU PMA Nomor 1 Tahun 1967 cukup
singkat, sehingga dalam pelaksanaan undang-undang ini perlu
penjabaran lebih dalam berbagai kebijakan pemerintah. Selain itu
pelaksanaan undang-undang ini juga terkait dengan berbagai
peraturan perundang-undangan lain yang erat hubungannya dengan

investas asing. Ha ini tentu dapat menimbulkan berbagai

306



interprestas dari berbagai pihak yang mempunya kewenangan
dalam pengelolaan investasi. Akibatnya adalah bagi investor tidak
ada suatu jaminan hukum yang pasti yang dapat dijadikan
pegangan dalam menjakan investasi.

C. Lembaga atau instituss yang mempunyai kewenangan dalam
mengelola investasi, belum ada ketegasan apakah kewenangan
mengelolala investas hanya satu instansi atau di berbagai instans
yang dikoordinasikan oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk
itu.

d. Lemahnya penegakan hukum (law enforcement) khususnya

pelaksanaan putusan lembaga peradilan.

2. Kehadiran investor asing untuk masa kini tidak lagi dianggap hanya
sebagai pelengkap dalam membangun perekonomian nasional, akan tetapi
kehadiran investor asing sudah menjadi penggerak roda pembangunan
ekonomi nasiona. Investor asing akan berinvestasi jika ia melihat
ketentuan investasi yang ada akan melindung investasinya. Perlindungan
investas ini akan dilihat sesuai kualifikasi tuntutan global  yakni
terciptanya tata kelola investasi yang baik (Good Investment Governance,
GIG). Tata kelola investas yang baik  mempunya konsekuensi,
diterbitkannya  serangkaian ketentuan-ketentauan yang menyangkut
tentang investasi perlu ada keterlibatan dari berbagai pihak yang terkait

dengan tata kelola investasi yang baik. Hal ini penting agar dalam
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pelaksanaan peraturan yang diterbitkan tersebut, tidak terjadi berbagai
benturan kepentingan. Selain itu, kemungkinan timbulnya tumpang tindih
berbagai peraturan perundang-undangan balk secara vertikal maupun

horizontal dapat diminalisasi segjak awal.

3. Daam membangun sistem hukum investas nasional perlu pendekatan
yang lebih komprehensif. Dengan pedekatan seperti ini, diharapkan
hukum investasi nasional yang akan dibangun dapat mengakomodasi
berbagai kepentingan yang terkait dengan investasi. Salah pihak yang
cukup terkait dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Untuk itu, dalam
merumuskan ketentuan hukum investasi nasional perlu keikutsertaan
pemerintah daearah. Agar ketentuan hukum investas nasional yang akan
dibangun kompetitif dengan era globasas perlu memperhatikan, norma-

norma hukum investasi yang di negaralain.

B. SARAN

1. Upaya untuk mengurangi terjadinya ketidakpastian hukum dalam
berinvestas di Indonesia yakni menyesuaikan peraturan perundang-
undangan di bidang investasi dengan berbagai perjanjian internasional
baik yang langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan

investas yang dikuti oleh pemerintah Indonesia. Penyesuain dengan
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berbagai perjanjian internasioanl tersebut dapat dilakukan dengan cara
Pertama, mengamandemen perundang-undangan di bidang investasi.
Kedua, menerbitkan undang-undang investass yang baru. Daam
pembaruan undang-undang investas tidak perlu dibedakan lagi
pengaturan untuk investasi asing dengan investasi dalam negeri. Terbitnya
undang-undang yang baru diharapkan, tidak ada lagi keragu-raguan bagi
calon investor khususnya investor asing untuk berivestas di Indonesia,
sebab secara normatif tida ada lagi perbedaan perlakuan antara pemodal

asing dengan pemodal lokal (dalam negeri).

. Sdlah satu aspek yang menjadi pertimbangan bagi investor dalam
berinvestasi adalah masalah jangka waktu pengurusan perjijinan investasi.
Berdasarkan studi yang dilakukan oleh berbagal lembaga, ternyata jangka
waktu pengurusan perjijan investas di Indonesia memakan waktu yang
cukup lama. Agar persaingan dalam merebut calon investor dapat
berkompetisi dengan negara lain, maka ratai birokrasi yang dirasakan
cukup panjang perlu diperpendek. Untuk perlunya ditetapkan jangka
waktu pengurusan perijinan. Hal ini penting agar para investor dapat
mengetahui berapa lama dia harus menunggu keluarnya ijin investas,
sebab bagi para investor perlu menghitung biaya yang harus dia
keluarkan dalam pengurusan ijin yang dimaksud. Atau bisa juga

ditentukan jika keputusan belum diterbitkan dalam jangka waktu yang
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ditentukan, maka investor tersebut dapat menjalankan usaha atau

berinvestas tanpa harus adaijin.

. Fungs badan yang mengelola penanaman modal perlu pertegas, apakah
fungs badan ini hanya sebagai badan yang mengkoordinasikan berbagai
instans yang terkait ataukah juga badan ini memberi keputusan boleh
tidaknya suatu investasi dilakukan oleh investor. Hal ini penting, agar
calon investor mengetahui sejaka awal ia mengurus perijinnan investasi
seluruh persyaratan yang dibutuhkan berada dalam satu insitus  yang

mempunyai otiritas untuk itu.

. Perlu disinkronisasikan berbagai peraturan yang terkait dengan investasi.
Hal ini penting, mengingat berbagali peraturan yang ada yang terkait
dengan investasi cukup banyak, sehingga bagi investor sendiri mengalami

hambatan dalam memahami ketentuan investas yang ada.

. Perlu dipertegas bagaimana peran dan posisi pemerintah Kabupaten/Kota
daam mengelola investas. Ha ini penting, mengingat lokasi
beroperasinya perusahaan penanam modal ada di daerah Kabupaten/Kota.
Dengan adanya kejelasan tersebut kemungkinan adanya perbedaan

interprestasi dalam pengelolaan investasi dapat diminimalisasi sejak awal.
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6. Dengan diakuinya Peraturan Daerah (Perda) sebaga salah satu produk
peraturan perundang-undangan nasional, maka sebaiknya Pemerintah
Dagrah (Pemda) dalam menerbitkan Perda, perlu mensikronisasikan
dengan berbagai peraturan lain yang ada kaitannya dengan investasi agar
tidak saling bertentangan. Selain itu Perda yang akan diterbitkan tersebut

sebaiknya dapat dijadikan sebagal pemacu hadirnyainvestor ke daerah.
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Harian Umum BisnisIndonesia, Edisi, 3 Agustus 2004; Edisi 16 April 2004,
Edis 30 April 2004 Edisi 7 Oktober 2004;

Harian Umum Suara Pembar uan edisi 27 Oktober 2004; edisi Januari 04
Harian Umum Pikiran Rakyat., edisi Mei, September 2004.

WHAT ) GOOD GOVERNANCE? Sumber : what GG :

[ http: //www.mail-ar chive.comVr antau-net@gr oups.or .id/msg02342.html]

diakses 6/4/04

C. Peraturan Perundang-undangan.

Ketetapan MPR 2000, Bandung : Pustaka, 2001.

Undang-undang Dasar 1945 beserta dengan amandemennya, diterbitkan oleh
Sekretariat Jenderal MPR.

Undang-undang No. 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1970 Tentang
Penanaman Modal Asing.

Undang-undang No. 5 Tahun 1968 Tentang Persetujuan Atas Konvens
Tentang Penyelesaian Perselishan Antar Negara Dan
Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal.

Undang-undang No. 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan UU No.12 tahun 1970 Tentang Penanaman Modal

Dalam Negeri.
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Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1982 Tentang Wagjib

Daftar Perusahaan

Undang-Undang. No.6 Tahun 1983 Tentang K etentuan Umum dan Tata Cara

Perpgjakan (KUP), sebagaimana diubah dan ditambah
dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1994 dan terakhir

diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000.

Undang-Undang. No.7 Tahun 1983 Tentang Pgjak Penghasilan, sebagaimana

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 7
Tahun 1991, diubah dan ditambah denganUndang-Undang
No. 10 Tahun 1994 dan terakhir diubah dan ditambah

dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai

Barang/Jasa dan Pgak Penjualan atas Barang Mewah,
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 18

Tahun 2000.

Undang-Undang. No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang . No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dan ditambah

Undang-undang

dengan Undang-undang NO.1o Tahun 1998 Tentang
Perbankan.

No.7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement
Establishing the World Trade Organization (Pembentukan

Organisasi Perdagangan Dunia)

Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
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Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-undang No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Undang-undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan
Menjadi Undang-undang.

Undang - Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang  No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintahan Dan Daerah

Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Y ang
Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Nepotisme

Undang-undang  No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan
Nasional

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Undang-undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota

DPR, DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang. No. 13 Tahun 2003 Tentang K etenagakerjaaan.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden
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Undang-undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham dalam
Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka PMA, LN RI
Tahun 1994 No. 28

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan

Perseroan (Persero)

Peraturan  Pemerintah  No. 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan,
Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 Tentang Pengalihan
Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan
Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Atau
Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero)
Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya
Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri
Negara Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha
Milik Negara

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenagan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi

Peraturan Pemerintah N0.107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah
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Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Kedudukan,
Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada
Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum
(Perum) Dan Perusshaan Jawatan (Perjan) Kepada

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2001 Tentang perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan
Perseroan (Persero)
Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Tentang
Pemilikan Saham Dalam Perusahan Y ang Didirikan Dalam
Rangka Penanaman Modal Asing
Keputusan Presiden RI No. 31 Tahun 1986 Tentang  Pengesahan
Convention  Establishing The Multilateral Investment
Guarantee Agency.
Keputusan Presiden RI No. 96 Tahun 1998 Tentang Daftar Bidang Usaha
Tertutup Bagi Penanaman Modal .
Keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1998 Tentang Bidang/Jenis Usaha
Y ang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis
Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau
Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan
Keputusan Presiden Rl No. 183 Tahun 1998 Tentang BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL
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Keputusan Presiden Rl No. 90 Tahun 2000 Tentang Kantor Perwakilan
Perusahaan Asing

Keputusan Presiden RI No0.118  Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Presiden RI No. 96 Tahun 1998 Tentang
Daftar Bidang Usaha Tertutup Bagi Penanaman Modal .

Keputusan Presiden RI No. 122 Tahun 2001 Tentang Tim Kebijakan
Privatisasi Badan Usaha Milik Negara

Keputusan Presiden Rl No. 24 Tahun 2001 Tentang Tim Konsultas

Privatisasi Badan Usaha Milik Negara

Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 2003 Tentang Tim Nasiona

Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan Investasi

Keputusan Presiden RINo. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 33 Tahun
1981 Tentang BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL Sebagamana  Telah
Beberapakali  Diubah Terakhir Dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia No. 120 Tahun 1999.

Keputusan Presiden RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan
Penanaman Moda Dalam Rangka Penanaman Modal
asing, Penanaman Moda Daam Negeri Melaui

Pelayanan satu Atap.
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Instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2003 Tentang Paket Kebijakan Ekonomi

Menjelang dan Sesudah berakhirnya program kerjasama

dengan International Moneteray Fund.

Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan

Keputusan Menteri

Keputusan Menteri

Koordinasi Penanaman Moda No. 15/SK/1994 Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam
Perusashaan Yang Didirikan Dalam Rangka PMA,
Jakarta 1994

Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal No. 30/SK/1998 Tentang Pedoman dan Tata Cara
Permohonan  Yang  Didirikan Dalam  rangka
PMA/PMDN.

Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal No. 38/SK/1999 Tentang Pedoman dan Tata Cara
Permohonan  Yang  Didirikan Dalam  rangka

PMA/PMDN

Keputusan Menteri Negara/K epala Badan Penanaman Modal Dan Pembinaan

Usaha Milik Negara No. KEP-23 /M-PM.PBUMN/2000
Tentang Pengembangan Praktik Good Corporate
Governance  Dalan Perusahaan Perseroan

(PERSEROAN).

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 57/SK/2004

Tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan

Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka
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Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal
Asing
Rancangan Undang-undang Tentang Penanaman Modal (2001).

Http: www.kppod.or

Http: www.worldbank.or

Http: www.unctad.or

Http: www.bkpm.go.id

Http: www.yahoo.com. Investment law.

Http: www.asean.or.
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